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PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAMRTA

NON4OR B'IAHUN 2 011

TENTANG

PEIVIBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PENGELOLA MUSFUM BAHARI

DENGAN MHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

l\,4enimbarg : bahwa untuk meraksanakan ketentuan pasar 149 peraturan Daerah Nomor 10Tahun 2008 tentang Organisasi perangkat Daerah dan Fasal 72 peraturan
cubernur Nomor 1d7 rihun 2009 tenting O,g;r;"" ,jj^ i"t" Xequ oiniipadwjsata dan Kebudayaan, p€rlu menetipka"n eeraturan iuUernu/tentani
Pembentukan Organisasi dan Tata t<erla Unit Cenge otiiMuseum aahari:

l\,4enq f gat : 1. Undang,Undang NornorB Tahun l!74 tentang pokok_pokok Kepeaawaian
setlagatmana telah diubah denqan Undang Uncj.tng Nomo. 4;Talrun

2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenlang Kelrangan Negafa;

3. Undang-Undang Nomor 'l Tahun 2004 tentang perbendahara:rn
Negara;

4. Undang-Undang Nomof 10 Tahun 2004
Peraturdn Per Jndang-undanqan;

5- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
Pengelolaan dan Tanggung Jawab pengelolaan

6. Unoanq-Undang No.tlor 32 Tdhun 2004 lanLang pemcnnralta..t Dacrah
SeDagdtmana tetah bebe.apa kali diubah. teral.lrir d.ngdn UndJn!
Undanq Nomor t2 Tahun 2008:

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang pemer;ntahan provinsi
Daefah Khusus Ibukota Jakada sebagai lbui<ota Negira Xesiiua";
Republlk Indonesiaj

B. Peratumn Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tenlang penqeiolaan
Keuangan Daerah;

o. PeraLLran PLrnerintah Nomor 6 Tdhun ZOOh ,crt-.q prnaetolaan
Bdfang \.4il.k Negdra/DaerJh, sebaqaimsnd tclah diuoah J.nnl"

4."

tentang Pembentukan

tentang Pemel.iksaan
Keuangan Negara;



'10. Peraturan Pemerjntah Nomor B Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemefintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsl dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 lentang Organisas
Perangkat Daerah;

Peraturan l\,4ented Dalam Negefi Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta:

16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tenlang Organisasl Perangkat
Daerah;

17. Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2009 teniang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEI\IBFNTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA MUSEUI\4 BAHARI.

11.

12.

13.

14.

15.

5.

6.

lnspektorat adalah Inspektorat P.ovinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

Dincs Dariwisata dan l(eoJddyaan vdng j-ga orseo,L D nds ddaldl-
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provlnsi Daerah Khusus lbukota
Jakana.

7. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang juga disebut Kepal€
Dinas adalah Kepala Djnas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Daeral-
Khusus Ibukota Jakarta.

BAB I

KETENTUAN UMUN,4

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakafta.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah KhLrsus lbukota
Jakarta.

4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provir.rsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta.



B. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola
Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakada.

9. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan K{rpegawaian Daerah
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakafta.

10. Biro Ofganrsasr dan TaLaldhsand adaldh Biro O ganis.rsi o.rn
Tatalaksana Sekretariat Daerah.

11. Unit Pengelola Museum Bahari yang selanjutnya disebut Unit
Pengelola adalah Unit Pengelola l\4useum Bahari Dinas Paiwisata dan
Kebudayaan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta.

12. Kepala Unit adalah Kepala Unit Pengelola Nluseum Bahari.

BAB

PEMBENTUKAN

Pasai 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Pengelola i\,4useum Bahari .

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Unii Pengelola merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan dalam pelaksanaan pengelolaan Museum Bahari .

_ (2) Unit Pengelola d;pimpin oleh seorang Kepala Urt ydng ddan-
$ melaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

pasal 4

(1) Unit Pengelola mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Museum
Bahari.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Unit Pengelola Museum Bahari rnempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengeloia;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola;
c. penyusunan rencana dan pengusulan pengadaan koleksi serta

sarananya;
d. menyusun standar dan prosedur pelayanan museurn;
e. penyelenggaraan publikasi, pameran koleksi dan pemasaran;
f- pelaksanaan pembuatan deskripsi dan registrasi koleksi;
o nenvimnanan npnatran nemalihA...n d,n n6rrM72t.n lu^l6Lei



h. penelitian koleksi;
i. pemberian bimbingan dan pelayanan edukatif kultural kepada

masyaraKal;
j. penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan museum;
k. pelayanan informasi tentang selafah kebaharian;
L penerbilan sertifikasi koleksl museum;
m. pelaksanaan publikasi kegiatan Unit Pengelola;
n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang, seda teknologi

informasi;
o. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;
p- pelaksanaan upaca.a dan pengaturan acara Unit Pengelola;
q. penyiapan bahan laporan Dinas yang terkait dengan pelaksanaan

tugas dan fungsi Unit Pengelola; dan
r. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Unit Pengelola.

BAB IV

ORGANISASI

pasal 5

(1) Susunan Organisasi Unit Pengeloia lerdiri dari :

a. Kepala Unit;
b. Subbagian Taia Usaha;
c. Seksi Pameran dan Edukasi:
d. Seksi Koleksi dan Perawatan; dan
e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pengelola sebagairnana tercantum
dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

€' Kepala Unit Pengelola mempunyaitugas :

a. memimpin dan mengcordinasikan pelaksanakan tugas dan fungsi Unit
Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. mengoordjnasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok
Jabatan Fungsional;

c- melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD)
dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi Unit Pengelola; dan

d. melapo*an dan nlempertanggungjawabkan pelaksanaan tuqas dan
fungsi l.Jnit Pengelola.

Pasal /

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf Unit Pengelola
dalam pelaksanaan administrasi Unit Pengelola.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Subbagian yang



(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. menyusun Rencana Kerja dan Anggafan (Rl<A) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DpA) Unit pengelola sesuai dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Unit
Pengelola sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
dan Dokumen Pelal(sanaan Anggaran (DpA) Unit pengelola;

d. menghirnpun bahan dan mengoofdinasikan penyusunan rencana
strategis Unit Pengelola;

e- meaksanakan monitodng, pengendalan dan evalLlasi pelaksanaan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Unit pengelola;

f. melaksanakan pemungltan, pencatatan, pembukuan, penyetoran,
pelaporan dan pertanggunglawaban penerin.taan retrlbusi Unit
Pengelola;

g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
h. melaksanakan kegiatan ketatausahaan sepedi surat menyuaaa dan

kearsipan Unit Pengelola;
memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban Kantor;
meraKsanaKan pengurusan ruang rapat, upacara dan pengaturan
acafa Unit Pengelola;

k. melaksanakan pengelolaan tekno ogi informasi dan publikasi
kegiatan Unit Pengelola;

l. rnengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegialan
dan akuntabilitas Unit Penge ola;

m. memproSeS penertlitan Sertifikasi koleksi museum,
n. menyiapkan bahan lapofan Unit Pengeloa yang terkajt dengan

tugas Subbagian Tata Usaha; dan
o.melaporkan dan memgertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbaglan Tata Usaha.

(1)

(3)

pasal B

Seksi Pameran dan Edukasi merupakan Satuan Kerja Lin Unit
Pengelola dalam pelaksanaan pameran dan edukasi Museum Bahari.

Seksi Pameran dan Edukasi dipimpin oleh seofang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung ja\/ab kepada Kepala Unit

Seksr Pame ar dd^ EoJkasi mernpLrn\ai lugac:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksafaan Anggaran (DPA) Unit pengelola sesual dengan lingkup
tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Unit pengelola
sesuai dengan ingkup tugasnya;

c. menyelenggarakan pameran koleksi Museum;
d. meny{lsun standar dan prosedur pelayanan museurll;
e. mengadakan kerja sama, baik dengan Instansl pemerintah maupun

Badan Swasta/Masyarakat, untuk menyelenggarakan pameran;
f. melaksanakan bimbingan edukatf kultura cjjn mentberikan informasi

ilmiah;
g. rnengadakan pengeolaan perpustakaan museum dan bjmblngan

teknis di lembaga-lembaga pendidikar dan tempat lain dalam rangka

(2)



6

(1)

(1)

12)

(3)

h.
i.

C,

d.
e.

melaksanakan kegiatan humas dan pemasaran museum;
menyjapkan bahan laporan Unit Pengelola yang berkaitan dengan
tugas Seksi Pameran dan Edukasj; dan
melaporKan dan rnempertanggungjawabkan pelaksanaan tuqas
S, t ^r Prrrord.r dJ|. I du! a5i.

pasai 9

Seksi Koleksi dan Perawatan merupakan Satuan Kerja Lini lJnit pengelota
dalam pelaksanaan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan koleksi.

Seksi Koleksi dan Perawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit

Seksi Koleksi dan Perawatan mempunyajtugas:

d. menyusun od^a. RenLdna Kera oan AngQJ..jn RhAl d.n Do\ur l-n
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Pengelola sesuai dengan lingkup

b.
iugasnya;
melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DpA) Unit penge ola
sesuai dengan lingkup tugasnya;
mengadakan inventarisasi koleksi;
melaksanakan penelitian dan pengkajan koleksi dan etnografi;
menyeienggarakan penyajian koleksi baik bersifat perrnanen maupun
temporeri

f. membuat deskripsi, reglstrasi dan cataian lentang indentifikasi dan
katalogisasi koleksi;

g. melakukan seleksi dan menentukan sualu benda untuk d usulkan
menjadi l<oleksi muse!m;

h. melaksanakan pembuatan dokumentasi atas koleks yang diterima
baik pfoses pembuatannya maupun kegunaan dan fungsiriya da anr
lingkungan sosia budaya;

i. menyus!n standar dan proseduf penyediaan, peme iharaan dan
perawatan koleksi;

j. melaksanakan pemel hafaan dan perawaLan ko eksi;
k. menyiapkan bahan laporan Unit Pengelola yang berkaitan dengan

tugas Seksi Koleksi dan Perawatan; dan
L melaporkan dan nremperianggungjawabkan pelaksanaan tLrgas

Seksi Koleksi dan Perawatan.

pasal 10

Unit Pengelola dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsjonal.

Pejabat Fungsional rneLaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi
Struktural Unit Pengelola.

pasal 11

Dalam ra,rgka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat
Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsionai Unit pengelola
sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas pafi;isata
dan Kebudayaan, ditetapkan Kepala LJnit.

Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana djmaksud pada ayat (.1)
dipimpin oleh seoranq Ketua Subkelomook Jabatan Frnocionai ,"..

(1)

(2\

(2)



(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksucl pada
ayat (2) diangkat dan diberhentikan oteh Kepala Unit dari peiabat
Fungsional yang dihomTati di lalangan p-jabat Funqsional sesual
keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang
dimilik;

Ketentuan lebjh lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unt penqelola
didlur dengan Peraturdn Gube.nu. 5ebdgdi baqan clar pergjr.ra"
Jabalan Fungsional Dinas Pariwisata dan Kebudavaan sesuai
(atentud'l pe.aturan petundang unLlangan.

(4)

(1)

(2)

(1)

BAB V

ESELON

Pasal 12

Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf
merupakan Jabatan Struktural Eselon lll.A.

Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksLrcj dalam pasal
ayat (2), merupakan Jabatan Struktural Eselon lV.A.

Kepala Seksi sebagaimana dimaksud daiam pasat B ayat (2) dan pasal
ayat (2), merupakan Jabatan Strukturat Ese on lV.A.

a,

(3)

drri,.
(2)

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

Unit Pengelola dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wajib taat
dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala .Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama clengan
Saluan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja perangkat Dae;ah
(UKPD) dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta terkajt, dalam rangka
rneningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fu;gsi
Unit Pengelola.

pasat i4

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subketompok
Jabatan Fungsional pada Unit Pengelola wajib melaksanakan tugas masing
masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sert'a
menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi,
akuntabilitas. transparansi, efektivitas dan efisiensi.

pasal 15

(1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelomook
Jabatan Fungsional pada Unit pengelola wajib memimpin,
mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk
petaKsanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masjne-



(2)

(2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepaia Seksi, Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional dan pegawai pada Unit pengelola wajlb mengikuti
dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

pasal t6

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelornpok Jabatan
Fungsional pada Unit Pengelola wajib mengawasi dan mengendalikan
pelaksanaan tugas bawahan rnasing-masing seda mengambil langkah-
iangkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penympangan
dan/atau lndikasi penyimpangan.

{1)

Pasal 17

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok
Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit pengelola wajjb
menyampatkan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan
masrng-rnasing SeSuai ketentuan peratufan peru ndang_unda nga n.

Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menindaklanjuii dan rnenjadikan laporan yang diterima sebagai bahan
pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing_masing

pasal 1B

Sekretariat Daerah melalui Biro Orcanisasi dan Tatalaksana melaksanakan
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap
Unit_ Pengelola sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan,
ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas pariwisata dan Kebudayaan;

(1)

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pernbinaan kelembagaan, ketatalaksanaan
oan petaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (j), diatu. dengan
Peraluran Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Peg-awai Negeri Sipil pada Unit pengelola merupakan pegawai Negefi
Stp uaerart,

P€ngelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diiaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang_unOangan ' ;li
bidang kepegawaian.

Dalarn pelaksanaan pe.gelola"rn kepegawaian, lJnit penqelotd mcnoao.L
pembinaan dari Sekretaris Daerah n eldlui Baddn Kepeq.wa en Daeiah
be.koordinasi dengan Biro Organisasi dan Tatalaksana sebaqai baqian
dari pembinaan kepegawaian Dinas pariwisata dan Kehrrrtava-". "

s

(2)

(1)

(3)



€'

(1)

(1)

(2)

(1)

(2)

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal 20

Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi unit Pengelola dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pengelolaan belanja sebagajmana dimaksud pada ayat (1), diiaksanakan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan
negara/daerah.

Pasal 21

Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unt
Pengelola merupakan pendapatan daerah.

P€ngelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (.1),
dilaksanakan sesuai kete'tluan pefaLura..l pei :r oarq--ndaigan dr
Droanq heuangan negara/daerah.

(2)

BAB IX

ASET

Pasal 22

(1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Pengelola sebagai prasarana dan
sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah
yang tidak dipisahkan.

P€ngelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan pe.aturan
perundang undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentLran
peraturan perundang-undangan dl bidang pengelolaan barang ririlik
negara/oaeran.

Pasat 23

Prasarand dan sarand kerja ya.g oiterina oalam be.tLk penbefla.'l
h:bah dan bantuan dar pihak keriga kepada Lnt Pengeold ddta.n
Iangka mela\sand(an tuqas dan {ungsinvd merLpakan ppncrilaa-
baranq daerah.

Pener maan bJrang dacrah sebalaimana oinalsud pJo- a/at t1J
segera diaporhan kepada Kepala Dt.as untu.' seldliuinva d,ljoorr<an
leDada Gube.rur melal-i Kepala Badan Pe'lgelola Keua191. DaFrah
selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai Bendahara
Unum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

(2)

BAB X

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal24

(1) Kepald lJnil djodntJ oleh ,satu) orang Kepala Subbaq an Tala Usaca.I (salu) ofang Kepala Se(s. Porreran dan EdJl.asi oan i (5at_)orano
Kanrl. qd,ci k^l^L.i n.^
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(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh
6 (enam) orang Pejabat Fungsionai Umum/Tertentu sebagal bawahan
langsung.

(3) Kepala Seksi Pameran dan Edukasi dibantu sebanyak banyaknya oleh
5 (lima) ofang Pejabat Fungsional Umum/Tertentu sebagai bawahan
langsung.

(4) Kepala Seksi Koleksi dan Perawatan dibantu sebanyak-banyaknya oleh
2 (dua) orang Pejabat Fungsional Umum/Tedentu sebagai bawahan
langsung.

(5) Rincian formasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
ayat (3) dan ayat (4) sebagainana terc.rntun- daldm LdrpIan ll
Peraturan Gubernur ini.

(6) Rincian formasi Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat {5) menjadi
acuan pengajuan kebutuhan Pegawai Unlt Pengelola, sesuai dengan
formasi kebutuhan dan prioritas penerimaan pegawai daerah.

Pasal 25

Standar peralatan kerja minimal setiap Jabatan sebagaimana dimaksud
dalafi Pasal 24, sebagaimana tercantum dalafft Lampiran lll Peraturan
Gubernur ini.

Standar peralatan kefja minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
menjadi acuan pengadaan peralatan kerja Unit Pengeiola, sesuai
dengan kemampuan dan prioritas belanja keuangan daerah.

(1)

12)

€:

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 26

(1) Unit Pengelola menyusun dan menyampajkan laporan berkala tahunan,
semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala
Dinas.

(2) Laporan sebagairnana dimaksud pada ayat (1), antara lain rnelipuii
laporan:

a. kebutuhan, kekufangan dan kelebihan pegawal;
o. Keuangan;
c. kinerja;
d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan

safana kerja;
akunlabilitas; dan
pelaksanaan kegiatan.

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Pengelola mengembangkan sistem
pengendalian internal sebagai bagian darl sistem pengendalian inteanal
Dinas Pariwisata dan Kebudavaan.

e_

f.
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BAB XII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap Unit Pengelola dilaksanakan oleh :

a. Lembaga negara yang mempunyai tugas rnemeriksa pengelolaan dan
tanggung jawab keuangan negara;

b. Aparat pemeriksa intemal pemerintah; dan
c. Inspektorat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

pasat 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Gubernur
Nomor 134 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kebudayaan dan permuseumin
Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peratufan
Gubernur inl, dengan penempatannya dalam Berita Daerah provinsi Daerah
Khusus lbukota Jakarta.

Ditetapkan diJaka.ta
pada tanggal 5 Januari 2011

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

Diundangkan diJakarta
Pada tanggal 14 Janu ari 2011

SEKRETARIS DAEMH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

FADJAR PANJAITAN
NtP 195508261 97601 .1 001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2 011 NOMOR 15

IBUKPTA JAKARIA,



Lampiran | : Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khusus
lbukota Jakarta

Nomor 8 TAHUN 2 0I,1
Tanggal 5 Januari zult

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PENGELOLA MUSEUM BAHARI

KEPALA UNII

SUBBAGIAN
TATA USAHA

SEKSI
PAMERAN DAN

EDUKASI

SEKSI
KOLEKSI DAN
PEMWATAN

SUBKELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS



Lampiran ll : Pefatufan Gubernur provinsi Dacrah Khusus
lbukota Jakarta

Nornor B TAHUN 2011
Tanggal 5 Januari 2011

FORMASI JABATAN PADA UNIT PENGELOLA MUSEUi\I BAHAR]

No Nama Jabatan Syarat Pendidikan Eselon Jumlah

Kepala Un t - S1 llmu Sejarah/Sosial/Budaya/
Museologi

- Diklat Kepemimpinan Tk. lll
- Diklat Manajemen Perkantoran
- Diklat l\y'anajemen Keuangan
- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa
- Diklat Bahasa Asing
- Diklat Komputer
- Diklat Teknis Kepariwisataan
- Diklat Teknls Permuseuman
- Diklat Teknis Seni Budaya

i . A

J umlah
1

2 Kepala Subbagian Tata
Usaha

-S
-D
-D
-D
-D

D
-D
-D
.D
-D

lHumaniora
klat Kepemimpinan Tk. lV
klat Administrasi Perkantoran
klat Administrasi Kepegawaian
klat Pengejolaan Keuangan Daerah
klat Pengadaan Barang dan Jasa
klat Bahasa Asing
klat Teknis Kepariwisataan
klat Teknis Permuseuman
klat Teknis Seni Budaya

IV.A

Pengadministrasi Umum - D lll Administrasi
- Diklat Administrasi Pe.kantoran
- DiklatSatminkal/Kearsipan
- Diklat Komputer

Pengurus Rumah
Tangga

- D lllAdministrasi
- Diklat Bendahara Barang
- Diklat Komputer
- Diklat Pengadaan Barang dan Jasa

Bendahara Pengeluaran
Pembantu

- D lll Akuntansi
- Diklat Bendaharawan
- Diklat Komputer

1



{r

NO Nama Jabatan Syarat Pendidikan Eselon Jumlah

Petugas Loket D lll Pariwisata/llmu Sosial
Diklat Teknis Bahasa Asing
Diklat Teknis Kepariwisataan

2

Caraka SMAJSederajat
Diklat Arsiparis

1

Jumlah 7

3 Kepala Seksi Pameran
dan Edukasi

- S1 llmu Sejarah/Sosial/ Budaya/
l"4useologi

- Diklat Kepemimpinan Tk. lV
- Diklat l\,4anajemen Tata Pamer
- Diklat Bahasa Asing
- Diklat Teknis Kepariwisalaan
- Diklat Teknis Permuseuman
- Diklat Teknis Seni Budaya

IV.A 1

Petugas Perpustakaan - D lll Perpustakaan/llmu Sosial
- Diklat Komputer
- Diklai Bahasa Asing
- Diklat Teknis Perpustakaan

1

Petugas Informasi/
flumas

- D lll llmu Komunikasi/Sosial
- Diklat Bahasa Asing
- Diklat Teknis Kepariwisataan
- Dikiat Teknis Permuseurnan
- Dik at Teknis Seni Budaya

2

Pengadministrasi
Pameran dan Edukasi

- D lll Adrninistrasi/llmu Sosial
- Diklat Komputer
- Diklat Bahasa Asing
- Diklat Teknis Kepariwisataan
- Diklat Teknis Permuseuman
- Diklat Teknis Seni Budaya

2

J umlah 6

I

Kepala Seksi Koleksi
dan Perawatan

-S
l\r1

-D
-D
-D
.D
-D
.D

I llmu Sejarah/Sosial/Budaya/
useologl
klat Kepemimpinan Tk. lV
klat Konservasi
klat Manajemen Koleksi
klat Bahasa Asing
klat Teknis Kepariwisataan
klat Teknis Permuseuman
klat Teknis Seni Budaya

IV. A 1



No Nama Jabatan Syarat Pendidikan Eselon Jumlah

Kurator - D lll Sejarah/Arkeologi/Antropologi
- Diklat Konservasi
- Diklat Bahasa Asing
- Diklat Teknis Kepariwisataan
- Diklat Teknis Permuseuman
- Diklat Teknis Seni Budaya

1

Preparator - D lll Sejarah/Arkeologi/Antrcpotogi
- Diklat Konservasi
- Diklat Bahasa Asing
- Diklat Teknis Kepariwisataan
- Diklat Teknis Permuseuman
- Diklat Teknis Seni Budaya

Jumlah 3
Total 17

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUK9TA JAKARTA,



Larnpiran lll : Peraluran Gubernur Pfovinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

NomoT B TAHUN 2 011
Tanggal 5 Januari 20tl

STANDAR PERALATAN KERJA PADA UNIT PENGELOLA MUSEUM BAHARI

No- Nama Jabatan Peralatan Kela Jirmlah
Kepala Unit Minibus 1

Notebook
Printer UN
felepon ouan
White Board buah

ll Kepala Sub Baaian Tata Usaha Notebook UN

Printef Ltn
Telepon ouan
White Board ouan
Fillinq Kabinet DUAN

1 Penaadminrstrasi Umum Kom0utef un
Printer un
Telepon 0uarr
Fax buah
Mesin Absensl unit
Filirna Kablnet buah
Mesin Ketik bua h

2 Penaurus Rurnah Tanoqa LCD Proiector unlt
Lavar/screen unrt
Telepon ouan
Fillinq Kabinet ouan

3 Bendahara Peneeluaran KomDuter unrt
Pembantu Mes n H tunq ouan

Brankas ouan
Mesin Penohancur Kedas untt
Telepon ouan
Filinq Kabinet buah

4 Petuqas Loket Komoutef 2 unit
Printer unrt
Telepon buah
Fillinq Kabinet 2 buah
Peralatan Ker a Teknts

5 Caraka Sepeda lvlotor unrt
Frllinq Kabtnet DUan

l Kepala Seksi Pameran dan
Edukasi

Komputer unrl
Printer unit
Telepon ouan
Fillinq Kabjnet ouan



No. Nama Jabatan Peralatan Kerja Jumlah

1 Petuoas Perpustakaan Komputer un it
Printer lrnrl
Telepon ouan
F lling Kabinet ouan
Pefalatan Kerja Teknis

2 Petugas Informas /Humas Komputer 2 ut't t
Printer

1 unrt
Telepon 2 buah
Filling Kabrnet 2 buah
Peralatan Kerja Teknls

3 Pengadministrasi Pameran
dan Edukasi

Komputer 2 unit
Printer '1 unit
lglgpon 1 DUan
Filling Kabinet 2 ouan
Peralatan Kerja Teknis

IV Ke
Pe

)ala Seksi Koleksi dan
awatan

Komputer 1 un lt
Prifter 1 unit
Telepon 1 ouan
Filllng Kabinet 1 ouan

Kurator Komputer 1 unit
Printer 1 unft
Telepon 1 bLra h
Filling Kabinet 1 buah
Peralatan Kerja Teknis

2 Preparator _ Komputer 1 Llnrt
Printer 1 unrt
Telepon 1 buah
Filling Kabinet I
Peralatan Kerja Teknis

$

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUT'DTA JAKARTA,


